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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Instrumen hukum pengungsi menggarisbawahi pentingnya ketentuan non 

refoulement sebagai salah satu pilar perlindungan pengungsi. Namun, konvensi ini 

tidak secara eksplisit mengatur sanksi atau mekanisme pertanggungjawaban bagi 

negara yang melanggar prinsip ini. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat 

dimanfaatkan oleh negara-negara untuk menghindari tanggung jawab. Namun 

ketentuan non refoulement yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional saat 

ini melalui praktik negara-negara yang telah mengadopsi ketentuan non 

refoulement dalam hukum internalnya, juga berbagai putusan pengadilan 

internasional maupun tribunal mendukung gagasan non refoulement sebagai hukum 

kebiasaan.  

Oleh karena itu, pengusiran atau praktik pushback yang dilakukan oleh 

Yunani merupakan pelanggaran terhadap kewajiban non refoulement yang diatur 

oleh banyak instrumen hukum internasional, salah satunya Konvensi Jenewa 1951. 

Tindakan pengusiran tersebut dapat mengakibatkan risiko serius bagi kehidupan 

dan kebebasan pengungsi yang melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam hak 

asasi manusia, termasuk prinsip non-refoulement, larangan penyiksaan yang 

merupakan hak yang bersifat non-derogable rights. 

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban negara 

yang berdasarkan pada hukum hak asasi manusia internasional, sehingga praktik
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 pushback yang dilakukan oleh Yunani telah melanggar kewajiban negara 

berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, 

pelanggaran ketentuan non refoulement  oleh Yunani menimbulkan 

pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini diatur di dalam ARSIWA yang 

memuat prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara yang ketentuan di dalamnya 

telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Sedangkan berdasarkan 

putusan ECtHR Yunani dibebani tanggung jawab untuk melakukan perbaikan 

terhadap prosedur penanganan suaka agar para pengungsi diberi kesempatan untuk 

mengakses prosedur yang layak dan adil, seperti peningkatan transparansi dan 

kecepatan proses, akses terhadap prosedur dan registrasi, prosedur berbasis bukti, 

prosedur perbatasan dan akselerasi, bantuan hukum dan informasi. Selain itu, 

adanya pelatihan dan pengawasan bagi petugas perbatasan dan otoritas imigrasi, 

kerjasama dengan organisasi internasional, serta dibentuknya mekanisme 

pengaduan dan pemantauan independen serta revisi terhadap kebijakan dan 

peraturan. 

Sehingga meskipun Konvensi Jenewa 1951 belum mengatur terkait sanksi 

ataupun konsekuensi bagi pelanggar prinsip non refoulement, tidak akhirnya 

membebaskan mereka dari tanggung jawabnya berdasarkan hukum ham 

internasional. 
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B. Saran 

Meskipun belum ada sanksi yang diatur secara spesifik, negara-negara tetap 

memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi prinsip-prinsip yang 

ditetapkan dalam konvensi internasional. Penegakan prinsip non-refoulement harus 

didukung oleh komitmen global untuk menghormati hak-hak pengungsi, seperti: 

1. Pengembangan Mekanisme Sanksi Internasional: 

Perlu ada upaya untuk mengembangkan mekanisme sanksi internasional yang jelas 

dan efektif terhadap negara pelanggar kewajiban non-refoulement. Hal ini dapat 

dilakukan melalui amendemen Konvensi Jenewa 1951 atau melalui resolusi baru di 

tingkat PBB yang mengatur konsekuensi hukum bagi negara pelanggar. 

2. Peningkatan Peran Lembaga Internasional: 

Lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR harus diberikan mandat yang 

lebih kuat untuk menegakkan prinsip non-refoulement dan memantau kepatuhan 

negara-negara. Pemberian wewenang untuk menyelidiki dan melaporkan 

pelanggaran akan meningkatkan akuntabilitas. 

3. Pembentukan Pengadilan Internasional Khusus: 

Usulan pembentukan pengadilan internasional khusus untuk isu pengungsi dapat 

menjadi salah satu solusi untuk menangani pelanggaran prinsip non-refoulement. 

Pengadilan ini akan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan 

sanksi kepada negara yang terbukti melanggar. 

4. Penguatan Peran Regional: 

Organisasi regional dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kepatuhan 

terhadap prinsip non-refoulement. Perjanjian regional yang mengatur mekanisme 
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sanksi dan penegakan hukum dapat mengisi kekosongan yang ada di tingkat 

internasional. 

5. Advokasi dan Edukasi: 

Masyarakat internasional, LSM, dan media harus terus mengadvokasi pentingnya 

prinsip non-refoulement dan menyuarakan pelanggaran yang terjadi. Edukasi 

kepada publik dan penegak hukum mengenai hak-hak pengungsi dan kewajiban 

negara akan membantu mencegah pelanggaran. 

Dengan saran-saran ini, diharapkan dapat menutup celah hukum melalui penerapan 

sanksi yang diatur oleh Konvensi tersebut. Selain itu, perlindungan pengungsi juga 

semakin dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Hal ini akan memperkuat sistem 

perlindungan internasional pengungsi yang menjamin hak mereka dilindungi dan 

dihormati.
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